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WAUKOTA PALEMBANG 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 
NOMOR 3J. TAHUN 2012 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPO) 
KOTA PALEMBANG TAHUN 2013 

WALIKOTA PALEMBANG 

Menimbang : a. bahwa Rencana KerJa Pemertntah Daerah (RKPD) inl adalah dokumen 

Menglngat 

Petencanaan Oaerah lahunan yang memuat program, kegialan dan 
rencana anggaran untuk periode 1 (salu) tahun dan sebagai pedoman 
da!am penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan BelanJa 
Daerah (RAPBD); 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayal (2) Undang-Undang Republlk 
Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sislem Perencanaan 
Pembangunan Nasional dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemenntah 
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Passi 
23 ayat (1) Peraturan Pernerinlah nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 
Tata Cara Penyusunan Pengendallan dan Evaluasi Pelaksl;lnaan Rencana 
Pembangunan Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPO), 
pertu d1tehtµkan dengan Peraturan Woltkota Palembang 

c. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagalmana dirnaksud pada hurvf a, 
hurvf b dan huruf c, per1lJ menetapkan Peraturan Walikola tentang 
Rencana Kerja Pemerintah Qaerah (RKPD) Kota Palembang Tahun 2013 . 

. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 T entang Pembentukan Daerah 
Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lernbaran Negara R! tahun 
1959 Nomor 73. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembemukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389); 

3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentaf)g Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Rl Tahun 2003 Nomor 47, Tarnbahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4287), 

4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (Lernbaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104 
Tambahan l.embaran Negara RI Nomor 4421), 

5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlnlahan Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4437) sebagaimana te!ah beberapa kah dlubah terakhlr 
kall dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan 
Undang-imdan.9 Nomor 32 Tahun 2004 tengah Pemerlntahan Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59. Tambahan Lembaran 
Negara RI Nomor 4844): 

6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemermtah Dserah (Lembaran Negara RI 
T.ihun 2004 Nomor 126. Tarnbatian Lembaran Negara Rl Nomor 4438); 



Menet11pkan : 

7 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenlang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomc,r 140 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578)· 

8 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerinlahan Antara Pemerfntah Pemerinlah Daerah Prov1ns1, dan 
Pemerinlah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2007 Nornor 82 Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 4737); 

9 Peraturan Pemerinlah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 
Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Repubfil< Indonesia Tahun 
2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republll< Indonesia Nomor 
4738): 

10 Peraluran Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 lenlang Tahapan, Tata cara 
Penyusunsn, Pengendahan dan Evaluasl Pelal<"sanaan Rencans 
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republll< Indonesia Nomor4817); 

11 Peraluran Menteri Dalam Negeri Nomor 53 lahun 2007 lentang 
Pengawasan Peraluran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. 

12 Peratur,an Menteri Dalam Negeri Nomor 21 lahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Mentel'i Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: 

13 Peraluran Menteri Datam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 lentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapalan dan Belania Daerah Tahun Anggaran 
2012; 

14 Peraturan Oaerah Kola Palembang Nomor 2 Tahun 2007 1en1ang Pokok
pokok Pengelolaan Keuang·an Daerah (Lernbaran Oaerah Kola 
Palembang Tahun 2007 Nomor 2); 

15 Peraturan Oaerah Kola Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 
Pembenluan Susunan Orgamsasi dan Tata Ke~a Lembaga Tekms Oaerah 
Kola Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 
10); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH 
DAERAH (RKPD) KOTA PALEMBANG TAHUN 2013. 

Pasal1 

Dalarn Peraturan Walikola lnl yang d1maksud dengan· 
1. Oaerah adalah Kola Palembang. 
2. Pemerinlah Daerah adalah Pemerintah Kola Paleml)ang. 
3. Dewan Perwaki!an Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD 

adalah Dewan Perwakllan Rakyat Daerah Kota Palembang 
4. Kepala Daerah adalah Walikola Palembang. 
5. Sadan Perencanaan Pembangunan Oaerah yang selanJulnya disingkal 

Bappeda adalah Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah Kola 
Palembang 

6. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Oaerah Kola Palembang. 

7. lnspeklur Kola Palembang adalah lnspeklur Kola Palembang. 
8. Kepala Bagian Keuangan adatah Kepala Bagian Keuangan Setda Kota 

Palembang. 
9. Satuan Kel')a Perangkal Oaerah yang selanjutnya d1singkat SKPD adalah 

Sadan, Dlnas, Bagian, Rumah Saklt Umum Daerah, Saluan Pohsi Pamong 
Praja, Kecamalan dan Perangkal Daerah lain di llngkungan Pemerintah 
Kola Palembang. 

10 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kola Palembang. 
yang seten)utnya disingkat RPJMO adalah dokumen perencanaan 
pembangunan daerah unluk periode 5 (llma) tahun terhitung mulai lahun 
2008 sampat den_gan tahun 2013. 



11. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yc3ng selanjutnya disebut 
Rencana Kerja Pemerlntah (RKP) adalah dokumen pe.rencanaan Nasional 
untuk periode.1 (satu) tahun. 

12 .. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Palembang, yang 
selarijutnya disebul Rencana Ke1a Pemerinlah Daerah (RKPD) adalah 
dokumen perencanaan Kota Palembang untuk periode 1 (satu) tahun yaltu 
tahun 2012 yang dimulai p·ada tanggal 1 Januari 2012 dan beraKhlr pada 
tanggal 31 Desember 2012 

13. Peraluran Menterl Datam Negen Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengeletaan Keuangan o·aerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraluf<ln Menleri Dalam Negerl Nomor 59 Tahun 2007. 

14. Anggaran Pendapalan dan Belanj!! Daerah. setanjutnya dlslngfat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dioah~ 
den disetu)ui bersama oleh Pemenntah Kola dan DP.RD dan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

15. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen 
yang memuat l<ebijakan bidang pendapatan: belanja dan pembiayaan 
serta asumsl yaf'\g f!\endasarinya untuk jleriode 1 (satu) tahun. 

16. Priorilas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutrwa d!singkal 
PPAS adalah rancangan program prioritas dan patoka.n batas makslmal 
anggaran yang dlberikan kepada SKPD untuk set1ap program sebagai 
acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Saluan Kerja 
Perangkat Oaerah (RKA·SKPDJ setelah disepakall dengan DPRD. 

Pa.Sal 2 

(1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penJabaran dari 
RPJMD dan m11ngacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). memual 
rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, 
rencana kerja dan pe.ndanaannya, paik yang dllaksanakan langsung Qleh 
Pemennlah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendqrong partlslpasl 
ma-syarskat. 

(2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagalmana dimal<.sud pada 
•ayat (1 ). menjadi · 
a. acuan bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Kerja Saluan Kerja 

Perangkat Daerah {Renja-SKPD) Tahun 2013; 
b. pedoman bagl Pemerin\ah, Daerah dalam penyusunan Rancangan 

APBD Tahun Anggaran 2013-

(3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 ), tercantum datam lam·piran yang merupakan bagi,an tidal< 
terpisahkan dari Peraturan Walikola ini. 

Pasal 3 

Dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2013 : 

.a. Pemerin1an Daeral1 menggunakan Rencana Kerja Pernerint.ah Daerah 
(RKPD) sebagai bahan untuk menyusun rancangan KUA Tahun 2013 dan 
rancangan PPAS Tahun 2013; 

b. Rancan·gsn KUA Tahun 2013 dan rancangan P.PAS Tahun 2013 
merupakan materi pokok yang diajukan kepada DPRD berfungsi sebagai 
bentuk pembicaraan pendanuJuan Rancangan APBD Tahun Anggaran 
2013: 

c. KUA Tahun 2013 dan PPAS Tahun 20t 3 yang telah dibahas dan 
disepakati bersama antara Pemerintah Oaerah dan OPRD dltuangkan 
dalam nota kesepakatan yang dilandatangani bersama oteh Kepala 
Daerah dan Pimpinan □PRO. 



Pasal ◄ 

Dalam hal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPO) sebagairnana 
dima.ksud dalam Pasal 2, berbeda dengan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 
2013 hasij ~bahasan dengan OPRD. maka KUA dan PPAS Tahun 
Anggaran 2013 hasU pembahasan dengan DPRD menjadi pedoman bagl 
Pemerintah Oaerah dalam rnenyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 
2013 

Pasal 6 

(1) SKPD rnembuat lap0ran kinerje ·triwulanan dan tahunan atas pel.ooranaan 
rencana kerje dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran keglatan 
dan lndikator kinerja dari masing-maslng target sasaran yang telah 
ditetapkan dalam RPJMD. . 

(2) Laporan sebagaimana dimal<s~ pad.i ayat (1), di sampaikan k~!).ada 
Bappeda Kota Palembang, lnspektur Kola Palembang dan Bagian 
Keuangan Setda Kota Palembang paling lambat 14 (empat belas) hari 
setelah berakhimya lriwulen yang bersangkutan. 

(3) Laporan Kinerja rnenjadi masukan dan bahan pertimbangan bagl analisis 
dan evaJuasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD 
yang bersangkutan. 

Pasal6 

Peraturan lnl mulai ~aku pads tangga1 diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan ~raturan 
lni dengan penempatannya dalam Berna Oaerah Kota Palemb3ng 

Ditetapl<an di Palembang 
pada tanggal ~ 11\r.i 2012 

H EDDY SANTANA PUTRA 


